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BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR          TAHUN   

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

	Menimbang
	:
	a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi, meningkatkan kualitas integritas dan produktivitas Aparatur Sipil Negara, mengembangkan nilai kompetitif, serta menumbuhkan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, perlu memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang berprestasi;
b. bahwa agar pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu disusun pedoman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);


2. Undang-Undang …

	
	
	2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17);


	
	
	MEMUTUSKAN :

	

	Menetapkan
	:
	PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

	
	
	

	
	
	BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

	
	
	Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

	
	
	1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. [bookmark: _GoBack]Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Aparatur …

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
6. ASN Berprestasi adalah ASN yang menunjukkan kinerja unggul, integritas, dan/atau inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta ditetapkan melalui mekanisme seleksi.
7. Kepanitiaan adalah Tim Seleksi dan Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
8. Tim Seleksi adalah tim yang bertugas melaksanakan tahapan seleksi administratif dan teknis.
9. Tim Penilai adalah tim yang bertugas melakukan penilaian substansi dan menetapkan hasil akhir seleksi.


	
	
	BAB II
SASARAN

Pasal 2

	
	
	Sasaran pemberian penghargaan ASN Berprestasi yaitu:

	
	
	a. Pegawai Negeri Sipil; dan
b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.


	
	
	BAB III
KRITERIA

Pasal 3

	
	
	(1) Kriteria umum pemberian penghargaan ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu:

	
	
	a. berstatus aktif dan tidak sedang diperbantukan atau dipekerjakan di luar Pemerintah Daerah;
b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
c. memiliki nilai kinerja dengan predikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
d. ASN yang pernah memperoleh penghargaan dapat diusulkan kembali setelah 5 (lima) tahun dengan bidang karya yang berbeda.

	
	
	(2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN Berprestasi harus memiliki inovasi atau kontribusi nyata yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.


	
	
	BAB IV
KATEGORI PENGHARGAAN

Pasal 4

	
	
	(1) Kategori penghargaan ASN Berprestasi terdiri atas:

	
	
	a. ASN Inovatif;
b. ASN Inspiratif; dan
c. The Future Leader.


2. Kategori …

	
	
	(2) Kategori The Future Leader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi ASN berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun.


	
	
	BAB V
PESERTA DAN JUMLAH NOMINATIF

Pasal 5

	
	
	(1) Peserta seleksi ASN Berprestasi dikelompokkan berdasarkan klasifikasi jabatan dan kategori penghargaan.
(2) Jumlah nominatif untuk setiap kategori dan klasifikasi jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Penentuan peringkat nominatif berdasarkan perolehan nilai pada masing-masing kategori dan klasifikasi jabatan.


	
	
	BAB VI
PERSYARATAN

Pasal 6

	
	
	(1) Setiap Perangkat Daerah mengusulkan ASN di lingkungannya untuk mengikuti seleksi ASN Berprestasi.
(2) ASN yang pernah memperoleh penghargaan dapat mengikuti seleksi kembali setelah 5 (lima) tahun dengan bidang karya yang berbeda.
(3)  Bidang karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

	
	
	a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pembangunan dan infrastruktur;
d. tata kelola pemerintahan;
e. pelayanan publik;
f. pemberdayaan masyarakat; dan
g. bidang lain sesuai urusan pemerintahan daerah.

	
	
	(4) Usulan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dengan melampirkan:

	
	
	a. keputusan pengangkatan CPNS, PNS, dan pangkat terakhir;
b. keputusan dalam jabatan terakhir;
c. penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
d. daftar riwayat hidup;
e. pas foto terbaru ukuran 4x6 dengan latar belakang putih yang diunggah pada formulir yang disediakan; dan
f. esai sesuai format yang ditentukan.


	
	
	BAB VII
KEPANITIAAN

Pasal 7

	
	
	(1)  Seleksi ASN Berprestasi dilaksanakan oleh Tim Seleksi dan Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Tim Seleksi terdiri atas unsur: a. kepegawaian …


	
	
	a. kepegawaian;
b. pengawasan;
c. organisasi;
d. kebudayaan; dan/atau
e. unsur lain yang dibutuhkan.

	
	
	(3) Tim Penilai terdiri atas unsur:

	
	
	a. akademisi;
b. profesional; dan
c. pemerintahan.

	
	
	(4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dibentuk sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


	
	
	Pasal 8

	
	
	Tim Seleksi bertugas:

	
	
	a. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi;
b. melaksanakan seleksi administrasi;
c. menyelenggarakan tes kompetensi dasar;
d. menyiapkan instrumen penilaian esai, presentasi, wawancara, dan adu gagasan;
e. mengoordinasikan pelaksanaan tahapan seleksi; dan
f. menyampaikan hasil seleksi kepada Tim Penilai.


	
	
	Pasal 9

	
	
	Tim Penilai bertugas:

	
	
	a. melakukan penilaian esai;
b. melakukan penilaian presentasi, wawancara, dan adu gagasan;
c. melakukan pengkajian dan pertimbangan hasil penilaian;
d. menyusun berita acara hasil penilaian; dan
e. menetapkan peringkat hasil seleksi untuk diusulkan kepada Bupati.


	
	
	BAB VIII
MEKANISME PENILAIAN

Pasal 10

	
	
	(1) Penilaian ASN Berprestasi dilaksanakan melalui tahapan:

	
	
	a. seleksi administrasi;
b. tes kompetensi dasar;
c. penilaian esai;
d. presentasi, wawancara, dan adu gagasan; dan
e. penetapan serta penganugerahan.

	
	
	(2) Setiap tahapan bersifat selektif dan dapat menggugurkan peserta.

	
	
	(3) Ketentuan teknis dan pembobotan nilai diatur dengan Keputusan Bupati.


	
	
	Pasal 11

	
	
	ASN yang ditetapkan sebagai penerima penghargaan merupakan peserta yang memperoleh nilai akhir tertinggi pada masing-masing kategori dan klasifikasi jabatan.



Pasal 12 …

	
	
	Pasal 12

Indikator Penilaian

	
	
	(1) Indikator penilaian meliputi:

	
	
	a. kinerja dan capaian prestasi kerja;
b. integritas dan perilaku kerja;
c. kompetensi teknis dan/atau manajerial;
d. kreativitas dan inovasi; dan
e. kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik atau tata kelola pemerintahan.

	
	
	(2) Khusus kategori The Future Leader ditambahkan indikator potensi kepemimpinan dan kemampuan komunikasi strategis.


	
	
	BAB IX
WAKTU DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 13

	
	
	(1) Pemberian penghargaan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Bentuk penghargaan dapat berupa:

	
	
	a. piagam;
b. pin;
c. plakat; dan/atau
d. bentuk penghargaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


	
	
	BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

	
	
	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





	Ditetapkan di Sumedang

	pada tanggal  
     

	BUPATI SUMEDANG,



DONY AHMAD MUNIR

	
Diundangkan di Sumedang

	pada tanggal    



	SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



TUTI RUSWATI



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN             NOMOR   
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